MAHKAMAHKONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-1X/2011

Tentang

Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara Untuk Mengurus Piutang Bank
Bumn Yang Tidak Dapat Melakukan Restrukturisasi Hutang Atas Piutang Para
Debitur Bank BUMN

Pemohon PT. Sarana Aspalindo Padang
PT. Bumi Aspalindo Aceh
PT. Medan Aspalindo Utama
PT. Citra Aspalindo Sriwijaya
PT. Perintis Aspalindo Curah
PT. Karya Aspalindo Cirebon
. PT. Sentra Aspalindo Riau
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960
tentang Panitia Urusan Piutang Negara (UU 49/1960)
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) UU 49/1960
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat
(4) UUD 1945.
Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
1.1. Frasa “atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam
Pasal 8 Peraturan ini” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2124) adalah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
1.2. Frasa “atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam
Pasal 8 Peraturan ini”dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2124) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1.3. Frasa “/Badan-badan Negara” dalam Pasal 4 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124)
adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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1.4. Frasa “/Badan-badan Negara” dalam Pasal 4 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.5. Frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung
atau tidak langsung dikuasai oleh negara”dalam Pasal
8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124)
adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.6. Frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung
atau tidak langsung dikuasai oleh negara”dalam Pasal
8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.7. Frasa “dan Badan-badan Negara”dalam Pasal 12 ayat
(1) UndangUndang Nomor 49 Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124)
adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.8. Frasa “dan Badan-badan Negara”dalam Pasal 12 ayat
(1) UndangUndang Nomor 49 Tahun 1960 tentang
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124)
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan
selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara

Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Selasa, 25 September 2012
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah badan hukum privat yang merasa dirugikan hak
konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) UU 49/1960.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945
dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah
mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah
berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, para Pemohon
adalah badan hukum privat yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk
memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum serta merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena para Pemohon kehilangan



kesempatan berusaha berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, prinsip kebersamaan dan
berkeadilan. Secara konkret kerugian tersebut mengakibatkan para Pemohon sebagai
debitur PT. Bank Negara Indonesia Tbk., tidak mendapatkan bantuan berupapemberian
keringanan kewajiban pembayaran termasuk pemotongan hutang (haircut). Sedangkan
faktanya debitur-debitur bermasalah yang tidak kooperatif yang menyelesaikan kreditnya
melalui Lembaga BPPN, telah menikmati pengurangan hutang pokok (hair cut) hingga
mencapai diatas 50% dari hutang pokoknya, sedangkan para Pemohon yang
direstrukturisasi kreditnya melalui Panitia Urusan Piutang Negara ternyata hutang
pokoknya semakin bertambah besar. Adanya perbedaan perlakuan sebagaimana
diuraikan diatas, karena masih berlakukannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang
Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang PanitiaUrusan Piutang Negara, Bank BUMN (termasuk
PT. BNI Tbk.) yang hanya dapat menyelesaikan utang tidak tertagih melalui PUPN yang
telah mengakibatkan adanya restrukturisasi utang ataupun penundaan utang. Akibatnya
para Pemohon selaku debitur Bank BUMN dirugikan hak konstitusionalnya untuk
diperlakukan sama dengan nasabah non BUMN. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon
tersebut, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga
para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo.

Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan UU 49/1960, piutang negara atau
piutang badan-badan swasta yang dibentuk negara yang adanya dan besarnya telah pasti
menurut hukum yang tidak tertagih, dilimpahkan penyelesaiannya kepada PUPN [vide
Pasal 4 angka 1 dan 2 UU 49/1960]. Oleh karena utang yang dilimpahkan kepada PUPN
untuk diselesaikan adalah utang yang adanya dan besarnya telah pasti, PUPN tidak
memiliki keleluasaan untuk melakukan kebijakan restrukturisasi utang termasuk
pemberian hair cut kepada penanggung utang (debitur). Piutang negara menurut UU
49/1960 adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang
baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu
peraturan, perjanjian atau sebab apa pun (vide Pasal 8 UU 49/1960). Dengan demikian,
terdapat dua jenis piutang negara yang dimaksud dalam undang-undang a quo, yaitu
piutang negara dan piutang badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung
dikuasai oleh negara dalamhal ini termasuk piutang Bank-Bank BUMN yang langsung
atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Dalam pengertian ini, piutang-piutang Bank
BUMN yang adanya dan jumlahnya telah pasti menurut hukum dilimpahkan
penyelesaiannya kepada PUPN, yang tidak memiliki kebebasan untuk melakukan
restrukturisasi utang termasuk pemberian hair cut. Pada sisi lain, terdapat kenyataan
bahwa debitur pada Bank non-BUMN mendapatkan fasilitas restrukturisasi utang
termasuk pemberian hair cut kepada debiturnya oleh masing-masing manajemenBank
yang bersangkutan.

Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), Pasal 1 angka 1 dan
angka 10 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan
penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.
Dengan demikian BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari
kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk
penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan
Undang-Undang.

Mahkamah menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU 1/2004), piutang
negara hanyalah piutang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak
termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai
oleh negara termasuk dalam hal ini piutang Bank BUMN.

Mahkamah berpendapat piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU
BUMN serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan
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penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank-Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh
manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di
masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan
kekayaannya darikekayaan negara yang dalam menjalankan segala tindakan bisnisnya
termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-masing Bank bersangkutan dilakukan
oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN. Dengan
demikian, Pasal Il ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah adalah tidak sejalan dengan ketentuan UU 1/2004,
UU BUMN, dan UU PT.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penyelesaian piutang Bank BUMN, masih
terdapat dua aturan yang berlaku yaitu UU 49/1960 dan UU 1/2004 juncto UU BUMN dan
UU PT sehingga menimbulkanketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip konstitusi. Demikian juga dengan adanya ketentuan penyerahan piutang Bank
BUMN untukdilimpahkan dan diserahkan ke PUPN telah menimbulkan perlakuan yang
berbedaantara debitur Bank BUMN dan debitur Bank selain BUMN sehingga bertentangan
dengan prinsip konstitusi yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain
itu, berdasarkan prinsip bahwa undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-
undang yang lama (lex posterior derogat legi priori) dan peraturan yang lebih tinggi
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah (lex superior derogat legi inferiori), maka
UU 49/1960 sepanjang mengenai piutangbadan-badan usaha yang sudah diatur dalam
UU 1/2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sepanjang
menunjuk pelaksanaan UU 49/1960 adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip
konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum.

Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang mengenai piutang
Negara yang berkaitan dengan piutang badan-badan usaha yang baik secara langsung
atau tidak langsung dikuasai oleh negara dalam UU 49/1960 adalah beralasan menurut
hukum untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah
menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1 Frasa “atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini” dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) adalah bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2 Frasa “atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini” dalam
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

1.3 Frasa “/Badan-badan Negara” dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 49
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2124) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

1.4 Frasa ‘“/Badan-badan Negara” dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 49
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2124) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.5 Frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai
oleh negara” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia
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1.6

1.7

1.8

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) adalah bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Frasa “atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai
oleh negara” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2124) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat;

Frasa “dan Badan-badan Negara” dalam Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 49
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2124) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Frasa “dan Badan-badan Negara” dalam Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 49
Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2124) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



